DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA

BATANG TUBUH
PASAL 86
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NO KETENTUAN RANCANGAN KAJIAN FRAKSI TANGGAPAN FRAKSI ALASAN FRAKSI KESEPAKATAN
UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG TIM AHLI DPR RAPAT

5876. Paragraf 4 TETAP PDI-P TETAP
Perbankan Syariah PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5877. Pasal 86 TETAP PDI-P TETAP
Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang PG TETAP
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan P.GERINDRA TETAP
Syariah  (Lembaran Negara Republik P. NASDEM TETAP
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, PKB TETAP
Tambahan Lembaran Negara Republik PD TETAP
Indonesia Nomor 4867) diubah sehingga PKS TETAP
berbunyi sebagai berikut: PAN TETAP
PPP TETAP
5878. Pasal 9 Pasal 9 PDI-P TETAP
(1) Bank Umum Syariah hanya | (1) Bank Umum Syariah hanya dapat PG TETAP
dapat didirikan dan/atau didirikan dan/atau dimiliki oleh: P.GERINDRA TETAP
dimiliki oleh: P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP

5879.| a. warganegara Indonesia | a. warga negara Indonesia; PDI-P Meminta penjelasan Disetujui Panja
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dan/atau badan  hukum pemerintah Pukul 17.59
Indonesia;
Kembali ke UU TETAP
existing
PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5880. warganegara Indonesia | b. badan hukum Indonesia; PDI-P Meminta penjelasan Disetujui Panja
dan/atau badan  hukum pemerintah Pukul 17.59
Indonesia dengan
warganegara asing dan/atau Kembali ke uu TETAP
badan hukum asing secara existing
kemitraan; atau PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM Perlu jawaban dan
penjelasan

Pemerintah terkait:

1. Mengapa
dihapus frasa
“warga  negara
asing” dalam
pendirian dan
memiliki Bank

Umum Syariah?

2. Bagaimana
dengan WNA
yang saat ini
eksisting (jika
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ada) mendirikan
dan/atau memiliki
Bank Umum
Syariah?
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5881. | c. Pemerintah daerah. C. pemerintah daerah; dan/atau PDI-P TETAP
PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5882. d. badan hukum asing  secara PDI-P Meminta penjelasan Disetujui Panja
kemitraan. Pemerintah Pukul 17.59
Penambahan TETAP
ketentuan ini
berimplikasi kepada
hilangnya kewajiban
badan hukum asing
untuk melaksanakan
kemitraan  dengan
Warga negara
Indonesia dan atau
badan hukum
Indonesia
PG TETAP
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P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB badan hukum asing | Perubahan substansi,
secara kemitraan | Penambahan frasa “dengan
dengan warga | warga Negara dan/atau
Negara dan/atau | badan hukum Indonesia”
badan hukum | ditujukan agar memberikan
Indonesia. kejelasan terhadap
kemitraan  yang  harus
dilaksanakan oleh badan
hukum asing.
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5883.| (2) Bank Pembiayaan Rakyat | (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PDI-P TETAP
Syariahhanyadapatdidirikand hanya dapat didirikan dan/atau PG TETAP
an/ataudimilikioleh: dimiliki oleh: P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5884. | a. warganegara Indonesia | a. warga negara Indonesia dan/atau PDI-P TETAP
dan/atau badan  hukum badan hukum Indonesia yang PG TETAP
Indonesia  yang  seluruh seluruhnya dimiliki oleh warga P.GERINDRA TETAP
pemiliknya warga negara negara Indonesia; P. NASDEM TETAP
Indonesia; PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
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5885. | b. pemerintahdaerah; atau | b. pemerintah daerah; atau PDI-P TETAP
PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5886. | c. Dua pihak atau lebih | c. dua pihak atau lebih PDI-P TETAP
sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf PG TETAP
dalam huruf a dan huruf b. a dan huruf b. P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM TETAP
PKB TETAP
PD TETAP
PKS TETAP
PAN TETAP
PPP TETAP
5887.| (3) Maksimum kepemilikan | (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum PDI-P Meminta penjelasan
Bank Umum Syariah oleh Syariah oleh badan hukum asing pemerintah terkait
warganegara asing an/atau ditentukan sesuai dengan ketentuan perubahan frasa
badan hukum asing diatur peraturan perundang-undangan di “diatur dalam
dalam Peraturan Bank bidang penanaman modal. Peraturan Bank
Indonesia. Indonesia” menjadi
“ditentukan  sesuai
dengan  ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang
penanaman modal”
PG TETAP
P.GERINDRA TETAP
P. NASDEM Perlu jawaban dan




NO

KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

KAJIAN
TIM AHLI DPR

FRAKSI

TANGGAPAN FRAKSI

ALASAN FRAKSI

KESEPAKATAN
RAPAT

penjelasan
Pemerintah terkait:

1. mengapa

pengaturan
tentang
Maksimum
kepemilikan Bank
Umum Syariah
oleh badan hukum
asing sebelumnya
oleh UU Eksisting
diatur dalam
Peraturan Bank
Indonesia menjadi
ditentukan sesuai
dengan ketentuan
perundang-
undangan di
bidang
penanaman
modal?

Ketentuan peraturan
perundang-

undangan di bidang
penanaman modal
mana sajakah yang
mengatur  tentang
Maksimum

kepemilikan Bank
Umum Syariah oleh
badan hukum asing?

PKB

TETAP
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PD TETAP
PPKS DIUBAH Masalah kepemilikan Bank
terkait dengan masalah
(3) Maksimum | modal perbankan vyang
kepemilikan Bank | akan terkait dengan
Umum Syariah oleh | penentuan kesehatan
badan hukum asing | modal perbankan seperti
diatur dalam | tingkat solvabilitas,
Peraturan  Otoritas | liquiditas, CAR, cadangan
Jasa Keuangan. kerugian dan seterusnya
sehingga secara
operasional tanggung
jawab pengawasannya
diberikan kepada OJK.
PAN TETAP
PPP TETAP




